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Abstract
This arricle discusses the rapitl political changes in urban areas in Surabaya, especially the

consrrucrion of public sidewalk spaces which are tl.re place of cotrtestation between the ciry

governmenr and margin,rlizctl groups in urb,rn arcas. This discussion focuses on street vendors

(Pedagang Kaki Linra/PKL) as a nrarginalizecl groups in urban area and fi,rrniturization as an entry

point for broader questions abour the conresrarion of public space. Research uses qualitarivc

nrethods rhar explore the interests of city governrrenr and stree( vendors con'tpering for sidewalks. lr
also uses direct observarion and documentation analysis. The contestation of the ciry gov€rnnent
and PKL is a practice of spatial political. Analysis of problems in controlling public sidewalk spaces

framed in policies on sidervalk firn iturization. This study offers a solution and suggesrs

recommendations for rhe policy makers, sidewalk sparial planning policy that does not exclude streer

vendors or PKL especially. Public sparial planning policies are synergized wirh the real needs

ofnrargin irlizcd groups in urban llcas, especially street vendors. The sidewalk frrrniturization policy
is not to srrengthen practices ofciry's economic liberalization.

Ke),words: stre furniture, marginalized gorups, slreet uendors (PKL), practice of spatial politital,
ci t7's e c onoru i s li b era liz.a t ion.

Abstraksi
Artikel ini membahas renrang penrbahan polirik yang cepar di perkotaan di Surabaya, terutama
pembangunan ruang publik rroroar yanB menjadi ajang konrestasi antara pemerintah kora dan

kelompok nar.jinal kota. Pembahasan ini fokus pada PKL sebagai kelompok marjinal kota dan

fr:rniturisasi sebagai titik nrasuk untuk pertanyaan yang lebih luas tentang kontestasi ruang publik.
Penelitian menggunakan metode kualiratifyang mengeksplorasi kepentingan Pemkot dan PKL yang
bersaing atas trotoar. Selain itu juga menggunakan penganratan langsung dan analisis dokumentasi.
Kontestasi pemerintah dan PKI- merupakan prakrik polirik spasial. Analisis masalah pada
pengendalian ruang publik rrotoar yang dibingkai dalam kebijakan furnirurisasi trotoar. Kajian ini
menawarkan solusi dan menyarankan rekornendasi kebijakan penaraan ruang rroroar yang tidak
nrengekskJusi PKL. Kebijakan penaraan ruang publik trotoar disinergikan dengan kebutuhan riil
masyarakar mar)inal rerutama PKL. Kebi.lakan fi:rniturisasi trotoar bukan untuk memperkuar
praktik liberalisasi ekonomi kota.

Kata kunci: furnitur trotoar, kelompok marjinal kota, praktik tata ruang pKL,liberalisasi ekonomi

hota.
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PANEL I

Pendahuluan

J ,Z ebrjakrrn Frnrhan!;un.rn yang berorientirsi pada percepatan pertumbuhar.r ekonorni dan

K penrb,rngrrnrrr infi.r'trLrkrrrr nrcninrbulkan efek negatifyang krrrang konsrruktifbagi kota

I \ dan pendrr,.luknla. Pernbrrrrgunan infrastnrktur iru berkaiaran dengan serbuan penduduk

dari perclesa,rn ke perkotaan. Nleningkarnva junrlah pendudtrk kota ini akibat urbanisasi. Dunia
nrclihar ringkat urbanisasi vang rirrgRi dirrr menrpercepar migrasi. Tahun 2007 adalah tahun pertanr:r

cli mana lebih banyak orirng ringgai di daerah perl<oraan daripada di daerah pedesaan. Tahun 2050

akan atlr sckjrar (.,6 perscn drrri popui:rsi cltrnia ringgal di are:r perkoraan. Ini disebabkan

r.neningkatnla jumlah populasi prd.r rahtrn 205Ovang diperkirakan nrencapai 9,2 n.riliar. Pada sa,rr irrr

populasi .lacrah perkor:rirn nrungkin akan mcnjadi sckitar 6,4 nriliar, atau 70 persen dari populasi

clunia. Konsekucnsi kedua dari proses urbanisasi ini adalah bahwa pola global kemiskinan,

infornralitas, clan cksklusi dunia akan secara pasri memperoleh wajah perkoraan.
( littps,//urnv.u nfpa.org/u,orld-popu lation' t renrls).

Praktik-praktik spasial di ruang publik perkotaan selalu nrenmanifestaikan adanya

pertentangan antara pemerintah dan non penrerintah (Nagati & Stryke,20l6). Pertentangan

kepentingan semakin kuar mensgejala di kora-kota besar yang sudah menjalankan nrodel

pembangunan ala liberal. Trotoirr sudah dilengkapi dengan fitur endemis dan hal ini sen.rakin

memperkuat identitas ruang publik sebagai ruang ketimpangan, eksldusi sosial, segregasi, kekerasan

dan kecidakamanan (Kruijt & Koonings (eds.),2009). Pesatnya pertumbuhan dan pertambahan

penduduk cli kora besar telah nrcnvebabknya terjadinya patologi perkotaan. Parologi itu berbenruk

disjun(ture sistenratis antara struktrrr peluang unruk mata pencaharian, penyediaan layanan,

keamanan dan perencanaan kota secara keseluruhan dan regulasi. Selain itu, ruang kota-kota besar

juga tidak lagi ideal dari ukuran dan konrposisi populasinya. Kota-koca besar dengan penduduk yang

terus bertambah akan nrengalami patologi perkotaan. Konsentrasi segmen kaunr miskin yang

tereksklusi iru ada di kora-kora besar negara berkembang.

Kelompok nriskin ini nrenjadi kelompok nrarjinal sebagai konsekuensi dari proses urbanisasi,

infbrnralisasi, kekerasan ekonoirri yang telah rerjadi ketika nrereka belum berurbanisasi ke kota.

Fenomena ini terjadi di seluruh karvasan dunia. Fenomena kemiskinan perkotaan dan eksklusi

terjadi dari rahun 1970-an hingga saat ini di hanrpir senrua belahan dunia. Fenomena itu muncul
sebagai efek dari peningkatan mobilitas modal dan renaga kerja, teknologi baru, deindustrialisasi,
dan liberalisasi ekonomi relah menghasilkan energi banr dan peluang ekonomi. Mereka.juga telah

menimbulkan masalah sosial yang berar bagi mereka yanB tidak mampu bersaing dalam situasi baru,
karena mereka tidak men.riliki akses ke sumberdaya, keterampilan, dan hak. Banyak sektor ekonomi
yang berada kawasan indusrri, belum mampu menbuat rransisi ke ekonomi baru dengan masuknya

generasi baru ke pasar kerja dan kedatangan para nrigran baru relah menciptakan ketegangan dan

Iantangan baru bagi integrasi sosial (Madaniporrr, 2004). Dalam artikelnya yang berjudul "Marginal

public spaces in European ciries", Maclanipour (2004) menyeburkan bahwa semua kota besar di
Eropa ada kelompok yang paling renran, yaitu orang miskin, orang rLra, anak-anak, pcrempuan, dan

ctnis minoritas telah terpapar pada risiko pengucilan sosial (eksklusi sosial). Pengucilan ini akan

n.renjadi fenomena global di masa depan dan perlu penanganan dari pemerintah untuk mengarasi

danrpak buruk yang ditimbulkannva.

Kota-kota besar di lndonesia nrenghadapi problerna yang diprediksi oleh Madanipour itu, tak
rerkecuali Surabaya sebagai kota besar turur dalam arus fenomenaa urban megacitl. Kora besar
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PANEL I

modern dalam g:rgasalr l-clebvre irdalah kora yang ranralr dengan senrua penghuninya. Gagasan

Lefebvrc vrng rerruang .lalrnr karvanya 'Tbt Rigbr to 7-he Citl' tal< lebih dari sebuah gagasan yang

bertujuar nrengcnrbaiikarr eksisrcnsi kota vang sudah L,enrbal.r menjadi arena produksi kapiralis.

Transfornrasi kora Sulabrrva van* begitu cepat tidak cliikuti dengan kepekaan nrasyaraklr unruk
nrenggar:rp lingktrngan vang bertrbah. Berj:rllnnya logika pasar liberal dan neoliberal hegenronik

.lidukung oleh lcgaliras dan tindakan ncgara. Berdirinva mal/plasa, ulitilitas publik seperri

irpartenrer), kontlominiunr dan ru.rng-ruang publik yang lreDyatu dalanr mal/plasa adalah hasil dari

tindakrrrr negarir yang trcrncqosiasi c{an berkolaborasi clengan swasra. Ruang-ruang sudah menjatli
nrilik pribadi (srv.rsta/perusahaan) vang rerus menerus nremproduksi keunrungan dtrn mengalirhkan

hak rvarqa rriskin kota sertr rnasvrrrakat kehs nrenengah bawah lainnya.

Pentbangunan infiasrrLrkrur sosial dan publik sccara besar-besaran rermasuk perluasan ruang

publik rrotoar nrcnjadi penLrnjuk rlari kota besar modern. Eksistensi dan fungsi ruang publik sudah

banyak berubah. Iluang publik bukan lagi ruang demokrasi, melainkan pusat perdagangan clan

konsumsi pribadi, dan bahkan pengawasan dan kontrol polisi (Lorv & Smith, 2006). Ruang troto:rr
di Indonesia nrengalanri perkembangan yang pesar. Ruang trotoar dibangun unruk membuar para

pejalan kaki nyaman dan aman, tetapi juga unruk meningkatkan daya dukung kota. Penrkot
Surabaya membangun rroroar vang berada di ialan utama, senrra bisnis nraupun kantor
penrerintahan serta kanror pelayanan publik.Sudah ada 60 pedestrian yang memiliki jalur unttrk
penyandang difabel. Diantaranya, Jalan Raya Darmo, Rajawali, Urip Sumoharjo (arah Darmo), Raya

Guberig, Jalan Panglinra Sudirnran, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Y ani (frontage raal sisi timur)
sertaJalan Gemblongan. Kawasan pedestrian pembangunannya dirintis sejak kepin.rpinan pasangan

Bambang DH-Arif Afindi sudah rnen.rperhatikan kepentingan kaum difabel de ngan n.re mbe rikan
jalur khusus (htrps://nervs.detik.com/.../selain-luas-dan-nyaman-troroar-disurabaya-iuga'ramah-

b,g. ).

Makalah ini adalah memberikan perhatian pada ruang publik trotoar sekaligus sebagai

tanggapan dan pelengkap terhadap penjelasan dalam literatur ilmu sosial yang belum mencukupi

untuk nrenjelaskan furnirurisasi ruang publik trotoar. Kebijakan pemerintah Kota Surabaya

melakukan fi.rrnirurisasi bukan sekadar unruk menciptakan keindahan kota, melainkan sebagai

instnren politik kekerasan polirik. Furnirurisasi ridak hanya n:embuat pejalan kaki tidak nyanran

karena banyak sekali rintangan dalan rrotoar itu. Artinya, furniturisasi ruang trotoar adalah

kebijakan Pemkot yang bertrljuan menrbatasi kelonrpok marjinal untuk tidak memanfaatkan

trotoar. Kebijakan ini diruangkan dalam regulasi yairu Peraturan Daerah No.9 Tahun 2014 tentang

Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelan,iaan dan Pusat Perkantoran di Kota

Surabaya dan fu rniturisasi.

Dengan Perda No.9 Tahun 2014 sebagai indikasi dari berubahnya spasial kota dan ruang publik
yang beralih frrngsi dan akhirnya ruang nrenjadi area yang rarvan konflik. Hasilnya rerukur tak

terhingga pada bentuk spasial kota-kota kita, yang semakin rerdiri dari fragmen yang diperkaya,

komunitas yang rerjaga keamanannya dan ruang publik yang diprivatisasi disinrpan di bawah

pengawasan konstirn. Regulasi itu berwajah ganda.Pertama, meningkatkan daya dukung fungsi

rroroar. Kedua, mengekslrrsi dan mendegradasi PKL sebagai ke.lompok nrarjina[ kota yang

memanfaatkan rrotoar. Furnirurisasi telah merrinrbulkan efek sosial polirik r.ryata. Ekskjusi sosial

atau pengucilan secara sosial adalah proses multidimensi dan itu memburuhkan tanggapan

nrultidirnensi, yang meliputi penyediaan ruang publik. Ruang publik yang dikelola dengan baik dan

berkualitas baik dapat memainkan peran yang sangar penting dalam memfasilitasi integrasi sosial
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PANTL I

dari pentluduk yang krrrang betuntung. Ruang ptrblik yang dimanfaatkan PKL penting dalanr

nrelayani kcbntuhan sehari-l.rari rttnrah rangga, menyediakan tempat untuk berterru clan

herkonrunikasi dengan orang lain, dan nrengenrbangkan nilai simbolik yang clapat n.renciptakan rasa

kercrikatan enrosional riengan lingkungan dan juga kota (Van DeusenJr,2002).

Nlcncurparkan kenrbrli rroroar srbrgai rtrang publik yang didukung oleh furniturisasi perlu

r.lievaluasi kcrnbali. Furnirurisasi ridak hanl'a ncrr.rgikan para pe)alan kaki. Karena Iirrniturisasi

nrenjadi penghalang bagi kenyamanan berjalan, terapi juga furniturisasi telah menrbawa pada ranah

kontestasi anrara PKL clan penrkor yirng bernrakstrd mengendalikan bahkan mensterilisasi troroar

sesuai dengan lirngsi ideal normarifnya bukan empirisnya.

lLuang Publik Trotoar dan Kelompok Marjinal (PKL)

Trotoar sebagai ruang publik dibuar nrelalui serangkaian proses politiktermasuk penganrrnan

rerhaclap trotoar iru. Pcrancangan ruang pLrblik secara ideal mengintegrasikan kehidupan publik.

Bagi Carr, Francis, Rivlin, Stone (1992) ada riga dimensi nranusia yang harus memandu proses

desain dan rnanajcnrcn ruang publik: kebutuhan penring pengguna, hak spasial nrereka, dan nrakna

yang mereka cari. Pengembangan keriga dimensi ini melalui penrahanran deril dan baik tenrang

sejarah kehiclupan pLrblik dan ruang publik. Sehingga ruang pr.rblik itu menarvarkan pendekaran

inovatif unruk n.rengadaptasi dimensi ke konreks sosial clan lingkungan yang unik dari setiap

program pen.rbangunan ruang publik rermasuk furirurisasi yang dilakukan pemerintah kota.Ruang

publik merupakan unsur pcnring bagi keberlanjutan kora untuk politik, sosial, ekonomi, kesehatan

masyarakat dan alasan keanekaragaman (Banerjee, 2001). Namun, itu tren dominan yang diamati

oleh banyak orang adalah salah satunya pen).usuran daripada perluasan publik. Ruang publik
nremiliki dimensi politik tetapi bukan sebagai ruang demokrasi. Ruang publik sebagai pusat

pertlagangan dan konsunrsi pribadi dan bahkan pengarvasan dan kontrol polisi ((Low clan Smith
(eds.),2006).

Proses penrbangunan dan pengembangan mang publik rrotoar sudah nrenerapkan teknologi
pengawasan. Hal ini tercermin dari adanya konflik antara aktor politik dan ekonomi di ruang

publik, di nrana keduanya mencoba untuk nrenrbawa ruang publik ke dalam lingkup pengaruh

me reka (Brown dan MacKie, 2017; Rekiviashvili, 2015). Aktor politik, yaitu pemerintah dan aktor
ekonomi yang bcrada dalanr posisi marjinal adalah PKL berhadapan dalam kesehariannya. Van
Dcusen Jr. (2002) nrencarat bahwa ruang publik selalu nrenjadi ruang konflik. Karena ini adalah
ten.rpat perjuangan siapa yang nrengontrol dan siapa yang memiliki akses terhadapnya, siapa yang
menentukan dan membuat regulasi, dan bagaiinana ia direproduksi. Kedua, meskipun tampaknya
paradoksal, mang publik selalu merupakan ruang eksklusif, di mana akses rerrentu diizinkan atau
dirolerir. Ke tiga, kita dapat mengukur sejauh mana ruang publik menumbuhkar.r representasi politik
dan pada tingkat apa orang dapat terlihat menentang hubungan sosial, menrprotes ketidakadilan dan
menggunakan ntang untuk pen&gunaan mereka sendiri. Oleh karena itu, dan terakhir, kualitas-
kualiras ruang publik ini mengukur ringkat keadilan sosial seriap masyarakat; mereka mengukur
spektrum hak di seriap rangkaian hubungan sosial, serta bagaimana pengaturan dan pengendalian
tindakan y:rng berhubungan dengan disrribusi sunrber daya, hak dan akses ke ruang publik yang
tidak merara, berkonrribusi pada pcnindasan orang.

Aspek-aspek ruang publik ini muncul dari praktik orang-orang di ruang publik serra dari para
perancang yang rnenciptakannya (Van Deusen Jr., 2002). Peran perencana dalam penyediaan ruang
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put)lil( serra ruane publik sebirgai ren)p:rr perjuangan adalah penting kerika harLrs menrahami alas,rn

dibalik pcrkembangan rrotoar yag dipcnuhi clergan perabot dalam studi kasus ini. Tckanan ekononi

dan politik rrcnrpakan kenyatean selalu hac{ir ,.rntuk para perencana ruang publik troroar cli

Sr.rrabayir. I)crjuangan vanq terjadi cli ruang publik trotoar :rntara PKL dan penrkor. PKL unruk

nrenrrrnfarrrkln, semenrara pe rnkot urrtuk mengendalikan dan urenerribkan PKL di trotoar ittr.

Furnirrrrisasi rtrang prrblik troroar menjadi rrend c{i banyak kora'kora bcsar dtrnia. Di Iralia

mis.rlnva, r'Lrang pLrblik rroroar diisi dengan berbagai dekorasi perkotaan dan hrrniturisasi. FurnirLrr

;rcrkotaan rrer)gaclr pirda perlbor yang diremukan di ruang publik atau di lingkLrngan perkoraan,

rrrisrrlnv:r bangku raman, por-pot bunga, dan lainnya. perabotan, digunakan olch ororitas sipil unruk

nrerrgecu,rlilian par:r rrrnawisrua dari penggrrnaan publik ruang. Konsep firrnirur kora nrencakup

brriurg-bamn9 dan perangkat yang dipasang di ruang perkotaan, sehingga di jalan-ialan clan di

ranr:rn-ranriur, rrnruk bcrbagai tujuan, seperti bangku, hambatan keanranan, kotak pos, kotak

relepon, riang lampu, lalu lintas lampu, sinyal lalu lintas, pemberhenrian bus, roilet unrum, tempat

sa,rrp,rh (Bc.g",,,aschi, Castrignand & De Rubertis, 2014).

Furnitrrr perkotaan nrenrungkinkan orang untuk nrenikrnati pengalarran yang lebih nyaman di

jalan-jalan, i:rlur, tarrran, taman, dan ar€a umum lainnya. itu bisa meningkatkan kualitas hidup bagi

penduduk kota. Misalnya, elemen rambu dan lampu jalan selain sebagai penuniuk arah

mcnggrrnakan panah untrrk n.renunjukkan tu.juan-tujuan penring dengan jelas. Kelompok lain

adalah ilunrinasi, selain fi:ngsi utamanya nrenerangi ruang terbuka di nralam hari, lampu-lampu

penerangan jalan )uga berfungsi untuk memberikarr rasa anran yang lebih besar bagi pejalan kaki

serra menyoroti jalur atau area tertentu di dalam ruang.

Penranfaat ruang troroar itu beragam. Sebagian besar dimanfaatkan oleh pedagng kaki lima
(PKi-) dan kelompok marjinal lain. Pedagang kaki lima (PKL) di negara-negara berkembang Asia

Tenggara nremainkan peran yang signifikan, tetapi sering tidak dihargai, baik dalam semangat ruang

publik niaupun ekonomi informal. Sehingga PKL tunduk pada penertiban atau penrebersihan dari

trotoar clan rvilayah lain yang diperebutkan (Recio and Gomez, 2013). Hal ini adalah bentuk
kegagalan tlari penrerintah kota dalam menrahami kehadiran dan kebutuhan PKL sebagai bagian

drri kclonrpok narjinal kota.

Bentuk-bentuk dekorasi dan firrniturasi itu untuk nrenjauhkan tuna wisnra memanfaatkan

ruanB trotoar itu. Di Indonesia, furnirurisasi memiliki banyak rujuan dan tujuan itu merepresenrasi

kepentingan dari para perencana ruang publik kota. Aruinya scriapperabot atau furnitur yang ada di
trotoar r.rremiliki fungsinya nrasing-masing. Perabor .falan (street furziture atau infrastruktur
pendukung ruang publik yang ada di sepanjang sisi jalan) yang tak hanya mempercantik troroar,
retapi juga memiliki manfaat. rnenyediakan fasilitas penting untuk pejalan kaki dengan
menan.rbahkan fr-rngsionalitas dan viralitas ke dunia pejalan kaki. Mereka mengumumkan bahwa

pejalan kaki diterima dan bahwa )alanan adalah tempet yang nyaman unruk diringgali. Fasilitas ini
menyedilkan layanan fungsional untuk pejalan kaki dan nemberikan detail visual dan ntinar.
Furnirur irrr diremparkan bervariasi sesr.rai dengan kebr.rcuhan dan kapasitas ruang.

ProdLrk iurnirur perkotaan tarnbahan rermasuk pemasangan papan ikJan, bangku taman,
teurpar sampah, papan informasi, telpon umunr, riang ranrbu lalu linras, riang penerangan jalan,

pohon, bola-bola (bollards), por-pot bunga/ranaman, dan lainnya. htt
errro cotll rvh at - n-frrrn iru Fasiliras peialan kaki harus dianggap sebagai sebagai elemen
dari jalan, seperti sinyal laltr lintas dan papan nama arau ranrbr.r lalu linras. Peningkatan vita.litas jalan
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rclah ditunjul<kan Lrntrrl< meningkatkan ]<eantanan dan kenyatranan publik. Singkatnva,,rda peran

dari aparat peneg:rk kerertiban yang nrenjaga trotoar (Sarpol PP) trntuk tidak disalahgunakan oleh

PKL.

Dari tirrnitur-turnirr.rr yang menrpunyai hrngsi pendrrktrng nlauPun Penggangtp ada dalam

scbuah rrrang varq srn)a (rroroar). Conroh: bollards iu sebetrarnya sebagai pcnrbaras jalan d,rrr

troto,rr sehinggrt kcber;rdaannva menunjrtrg keat'nanart dan kcnyanranan para peia)an kaki vang

nrelinrasi rrotoar'. Bollard sepanjang tepian trotoar akan nrenghanrbat kcndaraan bermotor

rurcurasuki krr.,asrn khtrsus pejalan kaki irtr, baik untr.rk sckadar parkir atau trelintasinyir. Pcngadaan

perabot jalrrn clisesur]ian dengan fi.rngsi nrasing-masing karvasan. Dibalik Fungi estctika dan

kcn-r'ananan tlari furirrrr kora, acla kecenderungan furnitur itr.r telah memicu praktik kekerasan di

kora. Sebagai kelompok marjinal, tidak memiliki kuasa (power) untuk melarvan, kecuali hanya

bertahan dan nrematuh i peraturan yang berlaku.

Asesoris korir berfirngsi sebagai penolak atau penghalang terhadap orang yang tidak diinginkan

oleh pemerinralr. Mclalui bangku-bangku ini kota-kota nrengonrrol dan mengatur secara tidak

langsung penBglrnaan yang dibuat dari kota-kota yang sema. Itu semacam arsitektur disiplin, yang

tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat unum dari yang tidak diinginkan perilaku orang

yang tidak diinginkan (Dan Lockton,2Ol I ). Secara khusus, konrrol dirnasukJ<an ke dalanr objek dan

memaksa individu untuk menyesuaikan diri penggunaannya yang sah. Seperti itu proyek ditujukan
unruk nrenganugerahkan cirra posirif, inovatif, dan diinginkan kepada kota yang harus manrpu

nrenghadapi persaingan yang tumbuh di antara kota-kota lain sebagai ruang banr bisnis, layanan, dan

konsumen. Furnirur perkotaan adalah kebijakan pemerintah kora yang berfungsi sebagai straregi

konrrol unruk keanranan dan kenyanranan pengguna trotoar (Doherry et al. 2008). Terutama
adalah trotoar sebagai ruang publik yang berorientasi pada konsumsi, maka trotoar itu rnenjadi pusat

perhatian penrerintah vang diterribkan, dikendalikan dan dilindungi.

Ruang trotoar yang mendekati fungsi idealnya merupakan simbol idenritas kota dan dianggap

scbagai salah satu yang paling banyak renlpat-tempat karakteristik arsitektur pasca-modern seperri

yang ada di beberapa kota besar Indonesia saat ini. Karakreristik atau identiras ruang-ruang kota itu
menjadi penting dalanr konteks nrenciptakan daya saing, keindahan, keamanan, kegunaan dari kora
itu. Karena itu, kolttrol atas ruang publik nrerupakan strategi fundanrental bagi kekuatan ekononri
neoliberalisme (Low, Smith 2006). Dalanr pengertian ini, kota wirausaha atau neoliberal adalah kora
vang terkontrol dan eksklusif

Kelompok marjinal memanfaatkan troroar. Kelompok ini adalah kelon.rpok yang mengalami
mar)inalisasi. Marjinalisasi adalah proses yang melaluinya anggota dari beberapa segmen masyarakar

menenrukan diri n.rereka keluar dari anls utana berdasarkan keanggotaan nrereka secara sosial

kelompok yang berarti. Kelompok dapat menjadi terpinggirkan berdasarkan berbagai karakteristik
seperti aganra, kelas sosial, ernis, karakteristik ras yang terlihat, jenis kelamin, usia, dan orientasi
seksual. Srattts sosial orang-orang terkait dengan karakreristik ini berdasarkan interprerasi makna
mereka daripada pada setiap bawaan kualiras yang mungkin nrereka miliki (Given (ed.).2008).

Dengan demikian, kelonrpok nrarjinal merupakan populasi yang terpinggirkan. Kelompok
masyarakar ini adalah orang-orang yang dikecualikan dari kehidupan sosial, ekonon.ri, budaya, dab
politik. conroh populasi yang terpinggirkan melip,ti, tetapi ridak rerbatas pada, kelompok yang
dikecualikan karena ras, agan.ra, kelonrpok polirik atau budaya, usia, jenis kelarnin, arau srarus
kcuangan. Sejauh mana populasi semacam itu rerpinggirkan, bagainranapun, adalah konteks yang
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spesiffk dan beruantLtng pada organisasi btrdaya dari sitrrs sosial yirng bersangkutan. Mengaktri
populasi terpinggirkan dalanr penelirian harus nrelibrrkan pengakrran hutrungan kekuasaan yang

tidak setara ant,rr kelonrpok dalanr nrirsyirrakat. Dalanr penclitian ini kelornpok nrarjinal
diidcnrifikasi pa<irr kclonrpok nrasvarakat vrng tcrpinggirkar.r clan terckskltrsi secara sosial, ekonor'1ri,

dan politik. Kelompok itLr menunjtrk pada pcdagang kaki linra (PKL).

Mctode

i\lctode krrirlitatit rlircrapkan untuk menrbcrikan g:rnrbaran secara ler.rgkap tentang ruang rroroar
sutlah bertrbah nrenjadi ruang kontestatif anrara penrerintah ilan PKL scbagai bagian dari
rrasyarakat nrarjinal kota. Surabaya nlenjadi.lokus peneliran karena Perrrkot Surabaya rcrus bergiar

nrenata pemanfaatan ruang trotoar untuk nrenanrbah daya clukung keindahan ruang terbuka kora.
Fokus studi ini pada ruang trotoar kora. Troroar dilebarkan tetapi pemanfatannya dibarasi.

Penrbatasan itu bukatr sertata-mata untuk rnencegah pencaplokan ruang dari para PKL, melainkan
unruk menggiring ekononri informal menjadi ekonomi pasar (kapitalis). Troroar sering diprotes
oleh kelonrpok nrarjinal dan menjadi tempat berinteraksi sehari-hari anrarwarBa nrasyarakar dengan

PKL yang acap tumpang tindih. Merode kualiratif diterapkan r.rntuk menrberikan gambaran secara

lengkap tentang ruang troroar men.iadi kontesratifl Penyingkiran PKL dari mang rrotoar menjadi
ruang yang tidak nerral.

Tujuan stucli ini adalah nrengeksplorasi dan mencabar teori ruang publik kora. Ruang-ruang

publik ticlak lagi nrenrungkinkan orang-orang unruk berrenru dan ini relah n.rengubah ruang publik
tidak netral dalam perencanaan dan untuk berinreraksi dengan orang lain dalam konteks seluruh
komunitas yang ada. Observasi dilakukan dalam rigajenis ruang publik: lingkungan perumahan,
ruang terbuka hi.jau dan ruang pusar kota, yang n.rana dianggap sebagai perwakilan dari ruang publik
kota secara keseluruhan. Observasi dilakukan dilakukan sepan.jang hari dari jam 6 pagi sanrpai janr

l7 sore. Metode penelitiannya sangat partisipatif, dan pengar:ratan berkontribusi dan

nrenginformasikirn analisis data.Dalam proses penelirian, saya mengambil foto dari ruang rroroar yan

ada PKL dan yang rida ada PKL. Kemudian nrenetapkan alat untuk mengumpulkan data yang

relevan u nruk tujuan penelirian.

Tu.juan studi ini adalah n.rengeksplorasi dan nrencabar reori ruang publik kora dan kotesrasi

kelompok nrarjinal kora dengan peemrintah kora. Dengan menggunakan teori ruang publik dan

perspektif politik rara ruan& kajian ini sar:rpai pada suatu kesimpulan bahwa lirrnitur yang berada di
ruang rrotoar berftlngsi sebagai benruk dari politik eksklusi dan kekerasan polirik penrerintah unruk
nrengurangi penyalahgr-rnaan trotoar kelonrpok marjinal kota ( PKL).

Trotoar dalam realitas menliliki dua fungsi. Pertama adalah sebagai rr,rang kontestasi antaraktor,

vang melibatkan Pemkor dan kelompok nrayarakat marjinal. Kedua sebagai ruang dari kelompok

nrarjinal kota rlencari nafkah. Karena itu observasi dilakukan pada dua kategori area, yairu: pertama

rroroar yang berada di ,jalan raya utama (kawasan elite) yang menjadi pusat kota dan jalan yang

bukan men,iadi pusat kota, yaitu: Jl. Tunjungan,Jl. Ge mblongan, Jl. Basuki RakImad,Jl. Pemuda,Jl.

Dr. Soeron.ro, Jl. Raya Darmo, Jl. Panglima Sudirman. Kedua, trotoar yang berada di kawasan yang

menjadi pusat fasiliras publik rumah sakit dan fasilitas pendidikan (Universitas Airlangga, kawasatr

f l. Ngagel danJl. Raya Ke rtajaya danJl. Dharmahusada).

Pengun.rpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan pelaku PKL dan perangkat

Satpol PP serta observasi saat ada operasi penerriban yang dilakukan hanrpir secara rutin pada hari
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Scl.rsa pagi. mLrlai prrkul 6 sampai 9. Warvancara berlangsung dalan serangkaian tiga fase. Pertanra

a.lrlah mencari informasi rentang latarbelakang informan sebagai PKL. I n fornran- informan ini
clipilih kerrudian clirvawancarai dengan bebas renrang asal nrula nrereka berjualan di trotoar,

pengguslrrirn, nrelarvan aparat Satpol PP dan sraregi bertah,rn tetap nrenjadi PKL dengan

rnenciprakrn inovasi reknologi untuk nremudahkan ruang gerak nrenyingkir tlari area troro:rr jika

adr opcrasi penerrib:rn dari penrkot (clengan nrenggrrnakan trec:rk, sc;reda n,otor, dan sepeda angin).

Ke.lu:r, nrenilih literatur vang relevan dan nrutakiir dan hasil srr.rdi rerdahulrr tentang ruang publik
troroar dari perspektifsosio dan politico spatial. Ketiga mendalanri kasus frrrniturisasi trotoar dalan.t

irandangan PKL dan masyarakat pcngguna troroar. Stucli Iiteratur digunakan untuk melihat

pcrkenrbangln akadelrik atas konsep ruang pr.rblik dan kelonrpok rrrtrjinal kot:r.

Sclaniurnva, analisis rrrcnggunakan nrerode kLralirarif dengan cara mcnginterpretasi hasil

\y.t\\'arcara nrenc{alam clengan menggunakan teknik interpretif. Data hasil observasi dinarasikan

untuk melengkapi analisis data dan penulisan laporan. Penelirian ini da banyak keterbarasan karena

inf<rrman yang tidak bersedia mnceritakan pengalaman karena rnerasa setiih dengan tindakan
penggusuran atau penyingkiran yang dilakukan penkot. Senrenrara dari aparar Sarpol PP juga

opcrasi yang mereka jalankan adalah bagian dari penegakan hukum (regulasi). Konresrasi antara

pcn.rkor dan kelompok nrarjinal kora dalam perebutan ruang rrotoar untuk fi-rngsi ekononri dan

polirik selalu ada di kota besar.

Hasil dan Pembahasan

L Nlarjinalisasi ruangdan perlawanan kelompok nrarjinal

Troroar sebagai mang publik yang diperdagangkan dan berhubungan dengan proses polirik dan
r.r'runculnya perdagangan infornral. Problen.rnya adalah: (1) bagaimana Pemkot Surabaya me mahami
trotoar yang dimanfaatkan oleh PKL. Trotoar yang beralih fungsi sebagai area PKL sebagai indikasi
dari lemahnya kapasitas pemerintah kota untuk mengarur PKL dan (2) bagaimana Pemkor Surabaya
rerlibar dalam proses sosial, ekononri, dan budaya penranfaaran trotoar? Kegiaran Pernkor Surabaya
yang nrelakukan penertiban secara teratur untuk rnensterilisasi pemanfaat ruang trotoar dari PKL.

Trotoar sebagai ruang publik adalah satu-satunya tempar terbuka bagi para masyarakat marjinal
u.rtuk nrenemukan sunrberdaya yang nrereka butuhkan unruk hidup. Apa yang kita lihat adalah
nrodifikasi ruang perkotaan yang menemparkan troroar sebagai kawasan pedestrian yang diseslaikan
dengan kebutuhan masyarakat untuk ber)alan kaki dengan aman dan nyaman. Tidak berani PKL ini
bcrdiam diri. Mereka juga menggunakan suatu bentuk konrror aras penertiba, ruang iru yang
dilakukan oleh Satpol PP. Ini adalah poin pe^ting dari perlawanan pKL rerhadap kebijakan
penertiban ruang publik.

Trotoar yang berada dalam kawasan dimana fasilitas umum pendidikan dan fasiliras kesehatan
berada n.raka disitu ada praktik pe,geawasan yang ketar dari pemerintah kota (sarpor pp) dan
kadangkala dcngan melibarkan pihak selain Satpor pp. troroar yang acra <ii jalan utama, yaitu Jr.
Tun.jungan, Jl. Dr. Soetomo, Jl. polisi Isrimewa, Jl. Raya Darmo, tak diten.rui pKL yang
memafaarkan rrotoar. Arti^ya, rroroar yang berada di kawasan elite, hampir ridak ditemui praktik
pengendalian dan kontrol atas trotoar yang ketat. Karena itu, furnirurisasi benar-benar sebagai
asesoris kora dan rrotoar tersebur. Berbeda dengan rroroar yang berada di luar jalan utama maka
trotoar itu nrerupakan ruang konrersiarisasi dan renrpat b..g"nrr,.,g kehidupan beragar, kelompok
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nrariinal kora. Furniturisasi berfirngsi seb.rg:ri inrsrunren poitik untuk nrengonrrol dan

nrcrgendalikan beragan kelorrpok nrarjin:rl korr, rertrrrma PKL.

Ada proses n.rarjinalisasi ruang bagi kelonrpok rr,rrjinal kora. Ruang bagi kelompok marjinal
kora se makin surut. Mereka tidak lelu:rsa r.rrrruk nrenranlaarkan nrang kota tanpa ijin dari

penrcrinrah. Kecenclerungan pcncaplol<an ruar)B rrotoar oleh PKL dan kelonrpok nrarjinal kota

karcla nrercka ingin menangkap konsunren vang bcsirr. Buk:rn semata-mata nrereka tidak nranrpu

bcrs,rirrpidengan ekononri kota fbrmal. Dengan nraksLrd sebag:ri upaya rrenlpercanrik Kota Surabaya,

Dinas Kebersil.ran dan Perramanan (DKP) bempaya mernpetindah kawasan rrotoar dengan ganrbar

bola dunia. Bola dunia terbuat dari beton scnrcn ini dipasang di sejun.rlah ruas trotoar, misalnya di
sisi tinrur Jl Urip Sunroharjo, Jl. Gubernur Suryo, Jl, Walikota Musrajab, Jl, Rajawali, JI' Adivawarman dan Jl Embong Malang dan r roroar ,li jalan lainya. J arak an tar bola se kitar 2- 5 rrere r.

lVlenurut rvalikota Surabaya keberadaan bol:r dLrnia untuk menrpercantik dan menBantisipasi

adanya kecelakaan kendaraan yang masuk are:r trotoar. Karena jika diberi pagar kesannya tidak
indah. Cukup banyak bola dunia srrdah terpasanS. Hal yang nrer.rarik dari bola-bola ini adalah

nrerintangi trotoar untuk tidak digunakan PKL. lni nrerupakan bagian dari praktik politik spasial

pen.rerintah kota dalanr nrenghadapikelonrpok marjinal PKL
(hrrps,//news.detik.com/berita/3269256lbola-dunia-percan tik-trotoar-dan-beri- rasa-arnan-

pejalan-kaki-di-surabaya).

Dengan ruang yang semakin n.rarjinal, PKL melakukan modifikasi pada lapak yang diguanakan.
Mereka nrenggunakan nrobil arau nrenrodifikasi kendaraan bernrotor oda dr.ra, becak, dan sepeda

angin. Ini unmk memudahkan mereka untuk berpindah dan ridak tertangkap Satpol PP, TNI,
kepolisian, yang melakukan penerriban dengan cara yang represif. Tumpukan gerobak yang semula

disembunyikan di salah satu sudut kavling RSUD yang masih dalam proses pembangunan pun
dikeluarkan dan dihancurkan dengan paksa. clan poisi yang terlibat dalam razia PKL.

Sejak tahun 2000an, pemkor Surabaya sudah membatasi PKL unruk menngunaka rrotoar.
DPRD Surabaya menyebutkan selama 2017 hingga awal 2018 konrisinya kerap menerima aduan

dari PKL Pacuan Kuda, pacar Keling penjual degan Menur hingga PKL di Jalan Bongkaran.Sesuai

Perda No. l0 tahun 1987 dan SK Valikota tahun 1999 bahrva PKL dilarang beriualan di trotoar
clan taman-taman kota. Untuk itu mereka yang berjualan di rempar yang relah dilarang rerap ridak
diperkenankan berjualan di sana. Bahkan mulai I Februari, Pemkot Surabaya nlencananBkan

kembali penertiban pedagang kaki lima (PKL), rernasuk rvartel rroroar, pelacur, anak jalanan,

gelandangan, pengemis, IMB, HO, izin reklanrc, KTP, tenrpar hiburan, panti pijat, dan bangunan
liar di bantaran sungai. Srrrat edaran W'alikota urengenai tanggal penetapan "penerriban" itu relah

sanrpai di tangan para PKL sekitar Jl. Airlangga, Jl. Dharmawangsa, Jl. Dharmahusada, dan Jl.
Karangmenjangan.

Furniturisasi ruang rrotoar sebagai cara unruk menemparkan fungsi rrotoar bagi pejalan kaki
selain untuk keindahan ruang publik kota. Furniturisasi juga tidak berfungsi secara optimal,
sehingga ada keterlibaran Sarpol PP bahkan walikota rurun rangan langsr.rng untuk mensterilisasi

trotoar.Kasarpol PP Surabaya mengarakan, pemasangan rambu itu meringankan tugas satpol PP.

"Jika ada yang.jualan, bisa langsung kami tertibkan. Sebenarnya Surabaya sudah punya aturan tegas

terkait larangan berjualan dijalur pedestrian, yakni, Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Kecertiban

dan Ketenteraman umum. Dalam aruran itu disebutkan tidak boleh parkir sembarangan, ber)ualan

di jalur pedestrian, dan nrembuang sanrpah sembarangan (war.,ancara).
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Secara sederhana kira bisa nelihat pesarnva pclubahln firngsi rrotoar, yang senrula sebagai

runralr dari para tuna rvisnr:r, tempat nrencari uang bagi pengetuis, Penjual surar kabar, tenrpat parkir
scpcrl,r tlan sebagai lajur bagi pejalan kaki, <lan hir.r'lain, kini benrbah nrenjadi ruang yang eksklusif

rlln indah. Ada pergeser:rn fr.rngsi dan eksisrensi troroar. Kini rroroar bukan sebagai area untuk
aktivitas ekononri dan kelangsungan hidtrp kelonrpok nrarjinal kota. Troroar juga sudah tidak lagi

nrcnjadi sunberdaya ekonomi bagi PKL.

Pcrsaingan antaraktor atas ruang publik adalah sunrber ketegang:rn utama, karena melibatkan

disposisi nrasing-nrasing para pemangku kepentingirn .lal,rn.r proses penrbahan spasial. Disposisi

lenralr, scpcrri halnya clengan rvarga dari )ingkungan yang kurang beruntung jika tidak

dipcrhitungkan dalanr proses pembangunan, akan tcrcermin dal,rn.r ketegangan dan ledakan, sering

dinr:rinkan di depan umunr spasi. Daripada konrpetisi untuk penggunaan ruang publik, ini bisa

nrenjacli persaingan untuk transformasi bagi:rn-batian, arau kesclumhan, area, dengan implikasi

langsung Lrntuk kondisi dan penggunaan publik. Daripada konrperisi untuk penggunaan ruang yang

a<la, ini ed:rlah kompetisi untuk bentuk nrasa depan, unruk sifar dan karakteristik ruang publik yang

nrcnriiki signifikasni politik dengan kehidupan publik pada lokasi serenrpar.

2. Kontestasi antara pemkot dan PKL

Di Strrabaya, dalanr beberapa tahun teraklir, penrerintah tlaerah telah mengeluarkan sejunrlah

peratrrran daerah berurusan dengan kean.ranan kora. I{uang publik perkotaan selama dua dekade

terakhir telah mengalami perubahan besar. Pusat kota, dianggap penting untuk kota baru neoliberal

dan kewirausahaan agenda (Harvey 1989), tunduk pada srrategi penrulihan ekonomi yang

konrpleks. Pembaharuan perkotaan dengan demikian menghasilkan warga yanB diikutsertakan dan

dikecualikan melalui penciptaan ruang publik yang n.rengecualikan kelompok sosial tertentu dari
akses dan penggr.rnaan penuh mereka. Secara khusus, proyek pembaruan perkotaan meminjanr

beberapa firur khas dari pinggiran kora pernrukin.ran dan pusar perbelanjaan (Aurigi &Grahanr
1997).

Trotoar berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2014 tcnrang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki
Lima di Pusat Perbelan,iaan Dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya bukan ruang publik biasa.

Pe rnkor Surabaya sudah membuat regulasi tenrang ruangpublik trotoar bukan lagi tempat para PKL
mencari nafkah untuk bertahan hidup di kota. Rrrang-ruang trotoar berdasarkan Perda tersebut diisi
oleh pemerinrah kota dengan furnitur. Terlepas dari tujuan keindahan, yang terlihar di sepan)ang

sisi jalan utama, hampir semua trotoar di Surabaya sLrdah merupakan ruang yang didekorasi dan diisi
dengan furnitur kota yang bagus dan indah.

Dengrn rancangan trotoar seperti iru, maka suclah tidak nremungkinkan lagi rrotoar menjadi
teurpar ringal bagi para tuna wisma, pengenris, PKI- clan orang-orirng n.rarjinal kota lainnya. Tidak
ada lagi roleransi bagi kaum mar.jinal kota untuk nrenranfaatkan troroar untuk kepentingan di luar
yang diarLrr oleh Perda iru. Beberapa trotoar yang ada di pusat kora dipasang papan putih bertulisan
warna nrerah yang bertuliskan itu dipasang "PKL Dilarang Ber.jualan di Trotoar". Penrasangan

rambu oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya irrr berrujuan untuk menghilangkan pedagang

yang berjualan di jalur pedestrian. Fungsi trotoar cliperuntukkan bagi pejalan kaki bukan untuk
PKL, pengenris, maupun tuna wisma. Tidak hanya penrasangan rambu, tetapi ada asesoris berupa
6.trnirur kora yang ditemparkan di area rrotoar iru. Kawasan pedestrian yang sudah dilengkapi
dengan furnitur kota dengan semua asesoris non hrrnirur berada di kawasan pedesrrian Jalan
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Tunjungan, Padegiling, Pemucl,r, Enrbong NIalang, Rajarvali, Panglirra SLrdirn.ran, Basuki Rakhmad,

I{ava Darmo, HR. Muhanrad, Dharnrahusa<la <latr l;rinnya.

Konsrruksi ruang troroar di Surabaya adal,rh rindirkan politil< (ternrasuk ideologi kapitalis yang

menrtrenarkan nva dari proyek firrnirurisasi itu). Pcmcrintah kora di lndonesia st,dah menerbitkan

kebijakan yang nrendukung pcnggusuran atau pen,vingkiran PKL dari trotoar. Kontribusi PKL

bes,rr untuk )<ehidupan masyarakar perkoraan unrunrnya. Nlereka sebagai sektor ekonomi informal

n.remproduksi jasa lavanan kepada sektor infornral lainnya. Contoh, penjual nasi dan minuman

r.nelavani kebutuhan tukang becak, penjaga keanr,rnan, tukang parkir, pekerja bangunan, buruh toko,

buruh pabrik, dan nrasyarakat lrr,rs.

Kehadiran penrerintah kora cli ruang rroroar sekarang ridak hanya haclir dalanr papan

pelarangan bagi PKL untuk tidrrk berjualan cli rrotoar, terapi juga dalarn kegiatan furniturisasi

rroroirr. Semua motif pelarangarr dan penrbatasan ruang ini bisa dibaca sebagai simbol dalam teks

kekuasaan pemerintirh kota, yang bekeria melalui apararur vang bertugas mengusir PKL dari ruang

troroar itu. Furnirurisasi adalah produksi ruang yang tidak harus menjadi rindakan kekuasaan

pcnrkor. Struktur spasial/ruang rroroar suclah berubah, riclak rnurni untuk pejalan kaki nrelainkan

untuk barang-barang yang rnemiliki lungsi menrperindah retapi juga nrerusak keindahan. Contoh,
keberadaan tiang-tiang lisrrik, rambu-rambu laltr lintas, bak sampah adalah perabotan yang merusak

pemandangan trotoar. Mengggunakan konsepsi Lelebvre, rrotoar harus steril dari PKL karena

rrotoar merupakan ruang ideal yang nrerupakan konsrruksi nrental.Tetapi sebagai konstruksi mental

nraka ruang iru pasti mencerminkan proyek-proyek politik, sehingga keberadaan ruang rrotoar
nren.rpengaruhi struktur sosial. Kerika ruang yang clikonstruksi itu ditertibkan maka yang ter)adi

kemudian adalah ketegangan anrara menral dan dimensi ruang sosial dan praktik keruangan.

Ruang trotoar dikonsrruksi sebagai unsur dari infrastruktur kota untuk pe.jalan kaki. Dalam
perkembangan kota kontenrporer, konstmksi trotoar dinroditikasi rerus merlerus sehingga ini
menyebabkan konflik, ketegangan, ketakuran, ancanran anrara yang nlenBkonsrruksi, yang
n.renegakkan regulasi, dan yang nreuranfaatkan ruang. Ini sernua adalah cerminan dari fragmenrasi
sosial yang n.runcul dari penaraan ruang publik perkotaan. Politik kooprasi yang ber.)alan nrelalui
penerapan reknologi pengawasan yang digelar oleh Sarpol PP dan perangkat keamanan lain
berdampak pada penurunan daya polirik kelor.rrpok nrasyarakar nrarjinal yang sebagian besar adalah

kaum migran. Semenrara itu, pemerinrah kota dengan kuasa legalnya membuat kebijakan publik
yang menyebabkan ketidakpasrian dan pelemahan daya politik mereka. Setiap pemanfaatan ruang
publik terutama trotoar maka disitulah kuasa penuh pemerintah kora tampilkan nre.lalui perangkat
yang bernama Sarpol PP.

Trotoar di Surabaya dinranfaatkan oleh kelompok mar)inal unruk mengemis, berfualan surat
kabar, kue, nrakanan, mainan, dan kebutuhan seharihari setiap orang. Pemanhatan trotoar
Ilengikuti banunan fasilitas sosial dan lasiliras publik yang ada. Di rurnah sakit Dr. Soetomo, rroroar
cligunakan untuk berjualar.r semua kebutuhan pengguna jasa rumah sakir dan kebutuhan sehari-hari
masyarakat. Peranan frtrnitur di trotoar dalam semua proyek desain ruang kota itu penting dan ini
benr-benar mencerminakn teknologi pengawasan ruang publik. Furnirur itu memiliki peran
fungsional, terapi juga merupakan sarana untuk menyampaikan idenriras. saat ini, furnitur di
tempat umunr tunduk pada harapan ringgi dalam hal kualiras karena dianggap sebagai alar yang
efekrif unruk keindahan ruang pulik kora.Furnitur yang ada di sepa..iang jalan mengungkapkan
keinginan unruk harnoni, heterogenitas dan kcindahan.
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Bangku-bangku yang diletakkan di t<arvasan pcdestrian nrerup:rkan sinrbol per.iuangan antala

clua visi hidup kora dan ruang pr.rbliknva. Di srtu sisi, sebr.rah kota hiclup sebagai tempat transit dan

bagiallainnya, kota scbagai tcmpar pertukirral dan inter:rksi. Di sisi ,vang lain, ruang publik sebagai

lrang yang rcrencana, terkendali, rerrib (lan An'rAn s:rat ada rotonan di kota seperti festival atau

krrnayal. Di sisi lain, ruang publik sebagai rempat interaksi bebirs, .li tn:rna paksaan/pengarvasan

oleh insrirusi yang kuar tidak ada dan cli mana risil<o gangguan dan ketidakpastian ditoleransi

Bangku .,ang ada di trotoar, dipahami dan dirancang clengan seneaja sebagai pendukung sementara

Lrntuk kenyaDranan arau unruk renrpar berisrirahar. scperri bangku yang ada di ruang Publik
rurrumnya yang dirruati dengan nilai-nilai kesopanan, ketcratrtran, dan keindahan

Ad,r berbagai jenis frrrnitur anri kelonrpok nrarjinal. Furnitrrr pcrkotaan sekarang dirancattg

ur.rtuk dukungan senrenrara saja, riclak ada vrng bisa dLrduk dengan nyaman rtntuk waktu yang lanla,

bcrbaring arau peregangan. Dalanr hal ini, clenren pcnring r.rruncul. Kursi tunggal atau kursi yang

panjang dan bisa diduduki oleh dua sampai rigaorang banyak ditenrui di trotoar. Kehadiran kursi-

kursi di kawasan pedestrian irrr tidak hanva menghalangi penggunaan mereka sebagai tempat tidur,

tetapi bangku-bangku itu mengubah seluruh sifar bangku publik clari tenrpat pertukaran sosial dan

relaksasi ke penggunaan individtr sesaar untuk melepas penar. Ini adalah suatu perubahalr kecil pada

rrotoar yang tanpa diasaclari oleh warga biasa. Ada kecenderungan ketidakpahaman warga atas

irsesoris arau furnitur crotoar menrberi efek kuat pada sirkuit kelangsungan hidup yaitu PKL.

Furniturisasi rroroar adalah bentuk nyara kontestasi antara pemkot dan kelompok marjinal

kota/PKL. Kontestasi iru bagi pemkor untuk mencegah pencaplokan troroar dari kelompok

n.rarjinal kora. Cara yang dilakukan Penrerintah Surabaya ,rdalah melakukan intervensi melalui

regr.rlasi kebijakan (Perda) yang mengarur dan me mbatasi kegiaran kelompok marjinal di trotoar.

Ruang-ruang trotoar dilebarkan, dibersihkan dan dihijaukan dan diisi dengan furnitur yang beragam

sestrai dengan kondisi jalan. hasil studi ini nrenyimpulkan bahwa pemerintah Kora Surabaya sudah

mengatur dan membenrengi troroar dan iru berarri nrembentengi kota. Trotoar diisi dengan

furnirur yang berfungsi sebagai alat untuk rnengendalikan ruang publik, seperti bangku unruk
cluduk, rambu lalu lintrrs, korak pos, korak relepon, tiang lampu, atau sinyal lah.r lintas,

pemberhentian bus, pot-pot bunga/tanan.ran, pohon, tempat sampah dan lain sebagainya.

Kesirnpulan srudi ini adalah troroar berada dalanr kontesrasi dan regulasi. Trotoar memainkan

kehidupan kaum urban. Konrrol r.nasyarakar/publik terhaclap ruang publik yang bernama trotoar itu
penring dan perlu negosiasi dari n.rultiaktor (penrerintah, nrasyarakat, dan swasra). Kora masa kini
dan masa depan lebih rel€van.iika dibangun dengan memperhatikan aspek keadilan. Kota dengan

ruang-publik yang ada bisa din.ranfaatkan unruk senrtra kelompok masyarakar.

Kontestasi antara pemkot dan PKL dapat ditafsirkan sebagai bentuk perlawanan PKL terhadap
pendekatan pemerintahan perkotaan yang r.r.rengadopsi gaya pembangunan neoliberal yang
memprioritaskan investasi swasta atas konstrnrsi publik atas ruang publik. Ini menyiratkan bahwa
hubungan antara PKL yang bekerja di ruang publik unruk mencari nafkah bermakna kontestatif. Ini
seakan-akan, Sarpol PP, polisi, aparar penegak hukum menenrpatkan PKL sebagai objek dari
kekuasaan dan bagian dari prakrik ruang untuk penegakan rcgulasi (Perda No.9 rahun 2Ol4).ladi
ada semacam kekaburan dari dinamika kontestasi ini. Dibalik kontestasi iru juga ditemukan ada

praktik informal dari para penegak kerertiban dan norma tertulis, karena PKL juga mengambil
manfaar sinrbolis saat berinreraksi dengan Sarpol PP. Para PKL rnendapat bocoran informasi
tentang rvakru razia, sehingga nrang trotoar sudah sepi dari PKL. Ini adalah kesepakatan informal
dari sisi lain kontestasi penrkor dan PKL.
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Renegosiirsi anrara pemkot dan kelorrpok nrarjinal koca bisa mengurangi tingkat kekerasan

pollrik dibalik praktik pengg-rsuran dan relokasi (pengalihan pedagang kaki lima ke area pinggiran

vang iauh dari publik). Arl.r problenr vang iauh lebih konrpleks dari praktik p€nggusuran PKL vang

nremanfaatkan trotoar cli arcir )'ang bukan jalan rrtan.ra (protokol). Kontrol dari pemkot pada

rroroar-rroroar dipusar liora benar-benar tidak ada toleransi kepada PKL. Ini merupakan suatu hasil

interaksi yang sirnbiosis ururLralisrik antara pemkor dan PKL yang memiliki pemahaman baik
terhadap ruang-ruan8 rroroar ),ang tidak dipenrnrukkan bagi PKL. Dengan demikian, kontesrasi

irtas ruang publik troroirr aclulah din:rmika dari pembangrnan kota neoliberal yang berada dalanr

kontest:rsi antara irklusiviras clrn esklusivitas.

Kesimpulan

Trotoar adalah ruang pu[>lic v.rng ada di area perkotaarr t]an nrenriliki frrngsi strategis dari aspek

sosialnr ekononri, polirik, rlan kulrrrral. Ruang public rroroar rnenjadi ruang unruk synrbol
keindahan kota. Bukan ruang rrnruk rcm;rat aktualisasi PKL. Troroar bukan ruang ekonomi, rerapi

ruang politik. Sehingga menyebabkan ruang im penuh dengan control politik. Kontrol politik yang
diperuntukkan bagi pemanfaat gratis seperti PKL. Pembangunan ruang publik kora perlu
menrperhatikan aspek inkJusivitas, sehingga penrbatxsan pemanfaaran ruang itu bagi kelompok
nrarjinal kota tidak berkesan rcpresifdan ridak manusi:rrvi.

Kota inklusif tidak dibangrrn atas dasar konrrol ketat atau pengendalian ruang publik trotoar.
Ruang publik trotoar adalah ruang untuk pejalan kaki yang menjamin keamanan dan kenyamanan.

Ruang trotoar bukan ruang unruk nrelerakkan fi:rnitur, karena fi:rniture yang ada di trotoar
membuat pejalankaki tidak nyanran dan aman.

Pengaturan ruang publik troroar oleh pemerinrah adalah pengaturan spasial, pengaruran yang

selalu nrenimbulkan keregangan anrara yang diarur dan mengarur. Banyak sekali ruang-ruang publik
yang dibangun oleh invesror dalam benruk nial/plasa dan ruang-ruang terbuka lain yang dapar

diakses oleh publik. Scmentara kelonrpoJr marjinal kota riclak bisa berinvesrasi untuk memproduksi
ruang ekonomi sendiri, kecuali nrenranfaarkar ruang publik di sepanjang jalan yang ada di kota.
Itupun sudah tidak dapar diakscs untuk kelangsungan hidup.

Saran kebijakan dari prolematika kontestasi antara pemerintah lokal dan kelompok marjinal
kota ada dua. Pertanra, penggunaan ruang publik unruk kegiaran mata pencaharian kelompok
nrarjinal kota perlu dirancang kenrbali. Dalam konteks ini, pejabat lokal (elite pemerintah lokal)
yang memiliki kuasa seyogianya menrberikan titik rekan pada prakrik rara kelola sektor informal
yang memungkinkan kebi.lakan yang dihasilkan ridak merusak kegiaran PKl/kelompok marjinal
kota yang mengandalkan ruang publik trotoar unruk kelangsungan hidupnya/penghidupan nya.

Kedua, proses penyusunan kebijakan yang mengarur posisi PKL di ruang publik termasuk trotoar
perlu mendudukkan dan mengajak perrvakilan organisasi PKL dalam proses penyusunan kebijakan

itu. Ini untuk menghasilkan keseimbangan antara regulasi dan perlindungan terhadap kelompok
marjinal kota unruk ridak reresklusi dari mang publik dengan dengan pendekatan yang berpiiak

pada konsep penrbangr:nan berkelanjutan. Kebijakan ini akan dapat mengurangi praktik pendekatan

ketat yang bertumpu pacla peraturan atau hukuman yang merugikan dan menyingkirkan kelonrpok

marjinal kota tersebut.
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